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ABSTRAK: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2016, menyebutkan bahwa warga negara Indonesia yang dapat menjadi

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon

Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang

memenuhi persyaratan mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan

hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (6)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15

Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota, menyebutkan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP

Kabupaten/Kota menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau

Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan rekomendasi

Ikatan Dokter Indonesia dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau

KPU/KIP Kabupaten/Kota;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima ini adalah

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota

Bima di Privinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4188), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5898), Peraturan Komisi Pemilihan



umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemiliran Umum

Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan,

Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubrnur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3

Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor: 231/PL/03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis

Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan

Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kota Bima Nomor : 06/HK.04.1-Kpt/5272/KPU-Kot/VII/2017

tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Wakil Bima Tahun 2018,

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 15/HK.04.1-Kpt-

5272/KPU-Kot/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Kota Bima Nomor 44/HK.04.1-Kpt/5272/KPU-

Kot/XII/2017 diatur tentang :

Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

yang beralamat di Jln. Praburangkasari-Dasan Cermen Mataram

sebagai tempat Pemerikaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas

Penyalahgunaan Narkotika Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota

dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2018;

Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas

Penyalahgunaan Narkotika Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima

dilaksanakan sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal



Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun

2018 yaitu dari tanggal 8 s/d 15 Januari 2018.

CATATAN: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 30 Desember 2017


